
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2OO1 NOMOR 79

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 11 TAHUN 2OO1

TENTANG

PEMBENTUKAN LEM BAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KE LU RAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI PATI

bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa dan

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan serta berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka

perlu membentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa I

Kelurahan ;

bahwa untuk pembentukan tersebut perlu diatur dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah ;

b.
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Mengingat 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkunoan

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun :!999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3839) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk

Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran

Nega-rb Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 70 ) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999

tentang Petunjuk PelakSanaan dan Penyesuaian Peristilahan

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan

Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Nomor 53 Tirhun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor I Tahun 2000

tentang Pemhentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;

5.

7.

8.
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Menetapkan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

TTIEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/
KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Fati ;

b. Pemerintah Daerah adalah :

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang setanJutnya disebut
DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah Kabupaten Fati ;

d. Buoati adalah Bupati Pati ;

e. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang
memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan,
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;

f- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakal setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional
dan berada di Kabupaten Pati ;

g Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat

Daerah ;

h Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
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n.

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah

Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka

masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat,

membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga sebagai mitra

Pemerintah Desa / Kelurahan dalam aspek perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu

pada masyarakat ;

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga

kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka

mengkoordinasikan kegiatan RT ;

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga

kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk

memelihara dan melestarikan nilai - nilai kehidupan yang

berdasarkan kegotong - royongan dan kekeluargaan serta

untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa I
Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan ;

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya

disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang

dibentuk warga desa yang bersangkutan untuk membantu

Pemerintah Desa / Kelurahan dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan

swadaya masyarakat dalam pembangunan ;

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selaniutnya

disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang

berbentuk organisasi wanita yang merupakan gerakan untuk

meningkatkan pembinaan keseiahteraan keluarga ;
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BAB II

II'IAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah .

a. untuk memelihara dan melestarikan nilai - nilai kegotong-

royongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakal

secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

secara lebih berdaya guna dan berhasil guna ;

b. untuk membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakal

Desa / Keluarahan ;

c. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembattgunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

a. terpeliharanya nilai - nilai kehidupan masyarakat

Desa/Kelurahan yang berdasarkan gotong royong dan

kekeluargaan ;

b. tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam
pembangunan ;

c, terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan,

pembangunan dan kernasyarakatan ;

d. terciptanya kondisi drnamis untuk pemberdayaan masyarakat
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BAB III
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

(1) Dalam upaya memberdayakan ntasyarakat dr Desa / Keluraharr

dibentuk lenrbaga - lembaga kerrrasyarakatan

(2) Lembaga Kemasyarakatarr yang dibentuk di Desa/Keluraharr

sebagaimana dimaksud ayat (1)Pasal ini adalah

a. Rukun Tetangga ( RT ).
b Rukun Warga ( RW ) ,

c Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ),
d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK );
e. Lembaga-lembaga lain sesuai kebutuhan

(3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud ayat (21 Pasal inr di Desa ditetapkan dengarr

Peraturan Desa dan di Kelurahan ditetapkan dengarr

Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.

(4) Penetapan pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud ayat (2) Pasal ini dituangkan dalam Keputusan

Kepala Desa / Keputusan Lurah.

(5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa / Kelurahan wajib

melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayal (2) Pasal ini

(6) Mekanisme pembinaan dan pemberdayaan lembaga

kemasyara,katan yang dibentuk di Desa I Kelurahan

sebagaimana dimaksud ayal (21 Pasal rni akan diatur lebrfr

lanjut dengan Keputusan Bupalr

182



Bagian Pertama

Rukun Tetangga

, Pasal 5

(1) RT dibentuk dari penduduk Desa / Kelurahan setempat

sekurang - kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan

sebanyak - banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga,

kecuali wilayah terpencil sekurang-kurangnya 15 (lima belas)

keluarga.

(2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri

oleh Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal 6

Susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,

Bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Yang dapat drpilih menjadi pengurus RT adalah warga RT

setempat dengan syarat - syarat sebagai berikut :

a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar

1945;

b. dapat membaca'dan menu{is huruf'latin ;

c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;

d telah bedernpat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam)

bula,n de,ngan tidak terputus putus di Desa / Kelurahan

setempat ;

e bukan Perangkat Desa / Ketr-r.ahtr{ set6/,pat &n atrygpta
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BPD

(2) Yang dapat memrlrh pengurus RT adatah warga RT setempat

dengan ketentuan telah berstatus sebagai Kepala Keluarga.

(3) Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (21

Pasal ini berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada salah

: s?tu anggota keluarga yang bersangkutan yang telah dewasa

Bagian Kedua

Rukun Warga

Pasal 8

(1) Setiap RW terdirr dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT.

(2) Pembentukan RW dilaksanakan oleh pengurus RT setempat
yang dihadiri oleh Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal 9

Susunan pengurus RW terdirr dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris

Bendahara dan beberapa seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 10

(1) Yang dapat dipilih menjadi pengurtrs RW adalah warga RW

setempat dengan persyaratan sama seperti persyaratan dalam

pemilihan peflgurus RT sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Daerah ini

{2) Pengurr-rc RW diprtih oleh pengtrrtrs RT

(13) Pengurus seksi-seksr RW ticlak troleh tlrarntlll rlati pengurus
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seksr-seksi RT

(4) Ketua RT yang terprlih merr;erdi Ketua RW, maka yang
bersangkutan harus nrelepaskan kedurJukarrrrya sebagai Ketua
RI

Bagian Ketiga

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 11

(1) LPMD dibentuk di tingkat Desa / Kelurahan

{2) Pembentukan LPMD di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa

setelah mendapatkan persetu;uan BPD

(3) Pembentukan LPMD di Kelurahan drtaksanakan oleh Lurah
setelah mendapatkan persetujuan Camat.

(4) Susunan pengurus LPMD terdiri darr

a. 1 (satu) orang Ketua ;

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua ;

c. 1 (satu) orang Sekretaris ;

d. 1 (satu) orang Bendahara ;

e. seksi-seksi ses.uai kebutuhan

Pasal 12

(1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMD adatah penduduk

Desa / Kelurahan setempat dengan persyaratan sebagai
berikut :

a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar
1945 ;
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b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajad

atau berpengalaman di bidang kemasyarakatan ,

c. berumur sekurang - kurangnya 20 (dua puluh) tahun ,

d. sehat jasmani dan rohant :

e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;

f. telah bertempat tinggal tetap sekurang - kurangnya 6
(enam) bulan dengan tidak terputus - putus di Desa /
Kelurahan setempat ;

g. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD ;

h. bukan Perangkat Desa i Kelurahan setempat.

(2) Pengurus LPMD dipilih oleh pengurus RT, pengurus RW dan

Kepala Dusun / Lingkungan dalam rapat yang diselenggarakan

secara khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa / Lurah.

Bagian KeemPat

Pembinaan GerakanfKesejahteraan Keluarga

Y'g,ttrhtrA.+V WU
Pasal 13

(1) PKK Desa dibentuk oleh Kepala Desa setelah mendapatkan

persetujuan BPD.

(2) PKK Kelurahan dibentuk oleh Lurah setelah mendapatkan

persetujuan Camat.

(3) Susunan Pengurus PKK Desa / Kelurahan terdiri dari Ketua,

Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pokja-pokja sesuai

kebutuhan.

(4) Pembentukan PKK Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini dilengkapi dengan susunan kepengurusan PKK

Dusun, RW dan RT.

(5) Pembentukan PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud ayal (21
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Pasal ini dilengkapi de,ngan susunan kepengurusan PKK, RW

dan RT.

(6) Pengurus PKK disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. pengurus PKK RT dipilih dari dan oleh anggota PKK RT

setempat ;

b. pengurus PKK RW dipilih oleh pengurus PKK RT setempat

c. pengurus PKK Dusun / Lingkungan dipilih oleh pengurus

PKK RW;

d. pengurus PKK Desa / Kelurahan dipilih oleh anggota PKK

Desa / Kelurahan.

Pasal 14

(1) Susunan TP.PKK Desa / Kelurahan terdiri atas Penasehat,

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokla dan

Anggota.

(2) Susunan TP.PKK Kewilayahan seperti PKK dusun / lingkungan,

RW, RT terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara,

Ketua Pokja dan Anggota.

(3) Susunan Pengurus Dasa Wisma terdiri atas Ketua, Wakil

Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Anggota.

(4) lstri Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai fasilitator Tim

Penggerak Desa / Kelurahan"

(5) Penasehat TP.PKK Desa i Kelurahan adalah kepala Desa I

Kepala Kelurahan.
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BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

Lembaga Kemasyarakalan sebagaimana dimaksud pasat 4

Peraturan Daerah inr merupakan mitra pemerintah Desa I
Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 16

(1) RT sebagaimana dimaksud Pasat 4 ayat (2lhuruf a peraturan

Daerah ini mempunyai tugas :

a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan
warga;

b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan ;

c. membantu terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam
rangka menunjang stabilitas nasional ;

d. menjembatani hubungan antar sesama anggota
masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan
Pemerintah Desa / Kelurahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini RT mempunyaifungsi :

a. pembinaan nilai - nilai gotong royong, kekeluargaan dan
kerukunan ,

b. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan ;
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c melakukan koordinasi dalam rangka, neneiptakan
ketenteramarr darr ketertrban di masyarakat.

Pasal 17

(1 ) RW sebagaimana dinraksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan

Daeratr ini mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas dan

fungsi RT di RW yang bersangkutan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat {1}
Pasal ini RW mempunyai tungsi koordinasi pelaksanaan tugas

dan fungsi RT di RW yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) LPMD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayal (21huruf Peraturan

Daerah ini mempunyar tugas :

a. membantu Pemerrntah Desa / Kelurahan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;

b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

'

c. melaksanakan peningkatan pemberdayaari masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini LPMD mempunyai fungsi :

a. menampung aspirasr masyarakat dalam rangka membantu

Pemerintah Desa / Kelurahan dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan ;

b. melaksanakan koordrnasi dalam rangka meningkatkan
peran serla masyarakat dalam pembangunan ;

c melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberdayaan

masyarakat.
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Pasal 19

PKK sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayaf (! huruf d Peraturan

Daerah ini tugas dan fungsinya berpedoman pada program PKK

Nasional.

Pasal 20

(1) Tim Penggerak PKK mempunyaitugas:

a. menggerakan dan memfasilitaskan pelak sanaan program

PKK;

b. mengkoordinasikan gerakan masyarakat dalam

pelaksanaan program PKK.

(2) Kelompok PKK Kewilayah seperti Dusun, RW, RT mempunyai

tugas :

a. rneneruskan / menyampaikan kebijakn, program dan atau

kegiatan TP, PKK Desa / Kelurahan pada kelompok PKK

dibawahnya ;

b. mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kegiatan

PKK diwilayahnya seperti Dusun, RW atau RT masing-

masing.

(3) Kelompok Dasa Wisma mempunyaitugas :

a. melakukan pencatatan data keluarga, dan kegiatan warga ,

b. melakukan fasilitas dan penggerakan anggota kelompoknya

dalam kegiatan PKK;

c. melakukan pelaporan hasil kegiatan.

Pasal 21

(1) tlntuk melaksanakan tugas sebjgamana dimaksud Pasal 21
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ayat (1) Peraturan Daerah ini. Tim penggerak ffi mempunyai

fungsi :

a. merencanakan, melaksanakan dan memfa\ilitasi

terlaksananya Program kerja PKK ;

b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi

masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya

ProgramPKK; 
rber-c. memberikan bimbingan, motivasi dan fasilitas secara

.ienjang kepada Tim penggerak PKK setingkat dibawahnya ;

d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada

Penasehat Tim Penggerak PKK pada tingkat yang sama

dan kepada TP. PKK setingkat lebih atas.

(2) Kelompok PKK kewilayahan seperti dusun. RW' RT mempunyai

fungsi :

a. sebagai unsur pembantu TP. PKK Desa / Kelurahan atau

kelompok PKK diatasnya dalam melaksanakan program

PKK diwilaYahnYa ;

b. sebagai koordinator dan pembimbing kelompok PKK di

bawahnYa.

{3) Kelompok Dasa Wisma, mempunyaifungsi :

a. sebagai unsur pembantu TP.PKK di atasnya dalam

melaksanakan program PKK dilingkungannya ;

b. sebagai penggerak dan pembimbing warga masyarakat

dalam kegiatan Program PKK.

Pasal 22

Tata keria lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal

4ayat(2lPeratwanDaerahinidiaturlebihlanjutdengan
Keputusan BuPati.
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BAA V

WEWENANG, HAK DAITI KEWAJIBAN

Pasat 23

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana drntaksucl Pasi_rl 4 ayat, i?l
Peraturan Daerah ini berwenang .

a menyerap dan menyalurkan asprrasi masyarakat ,

b melakukan kegiatan - kegiatan yang berhubungarr dengan

upaya pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-
' undangan yang berlaku ;

c melakukan kegiatan - kegiatan dalam rangka menrngkatkan
peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 24

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Daerah ini mempunyai hak :

a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah
Desa/Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

kelancaran tugas pemerintahan. pelaksanaan pembarrgunan

dan kemasyarakatan ;

b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam rklim

yang sejuk, aman dan damai.
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Pasal 25

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayal

(2) Peraturan Daerah inimempunyai kewajiban :

a. membina kerukunan hidup dan kegotong-royongan warga ;

b melaksanakan keputusan musyawarah anggota ;

c. melaporkan hal-hal yang terjadi di masyard<at yang dianggap

perlu kepada Kepala Desa I Kelurahan untuk mendapatkan

penyelesaian ;

d. ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga ;

e. membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan

di Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 26

Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana

dimasud Pasal 4 ayal (21 Peraturan Daerah ini selama 5 (lin'a)

tahun terhitung sejak ditetapkan.

BAB VI

KETET.ITUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selambat - lambatnya 2 ( dua ) tahun sejak diundangkannya

Peraturan Daerah ini lembaga kemasyarakatan yang telah ada

harrrs disesuarkan dengan Peraturan Daerah ini.
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Agar setrap orerigf .,. WSti mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan PeratqrAF.,:.Daerah tn! dengan penempatannya
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 11 TAHUN 2OO1

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN

I. UMUM

Untuk meningkatkan para peserta masyarakat Desa dalam

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

serta memeiihara nilai - nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta

meningkatkan pemberdayaan maka di Desa / Kelurahan perlu dibentuk lembaga

kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di Desa I Kelurahan meliputi

Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Persatuan Pemuda dan lembaga

kemasyarakatan lainnya yang dibutuhkan.

Berdasarkan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun

1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan lebih

lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan di Desa / Kelurahan perlu diatur

dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup ielas

Pasal 2

Cukup ietas
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Yang dimaksud lembaga - lembaga lain "sesuai kebu-tuhan

antara lain lembaga yang membina kehrdupan keagaqqa4i;
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Pasal 6
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Cukup ielas
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Pasal 8

Cukup ielas
Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup lelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
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Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
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Fasal 19
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Pasal 2O

Cukup ielas
Pasal 21

Cukup jelas

i

1s



@2?'
C,ulelp.Fb

P€ss+ 23

Ctd**p iefas
Pffat 2jl

Ct**rp i#s
Fs€l ?5

Cukup idas
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Pasal 29
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Pasal 30
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